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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Auditing

Auditing secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis dalam mengumpulkan dan menilai bukti-bukti dari suatu kegiatan entitas/perusahaan dengan tujuan pelaporan tingkat perbedaan antara informasi keuangan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

2.1.1.1 Pengertian Auditing
Audit secara umum adalah proses perbandingan antara kondisi dengan kriteria. Kondisi adalah kenyataan atau keadaan yang sebenarnya melekat pada objek yang diperiksa, sedangkan kriteria adalah hal yang seharusnya melekat pada objek yang diperiksa. Menurut Sukrisno Agoes disebutkan auditing adalah :

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

(2004:3)
Adapun yang  sangat terkenal definisi audit yang  berasal dari ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts) mendefinisikan :
“Suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara obyektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-
asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan”.
(2003:1)

Sedangkan dalam bukunya Henry Simamora definisi audit dari The American Accounting Association Committee on Basic Auditing Concepts mendefinisikan :

“Auditing sebagai proses sistematik pencarian dan pengevaluasian secara obyektif bukti mengenai asersi tentang peristiwa dan tindakan ekonomik untuk meyakinkan kadar kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Tujuan audit bukanlah untuk memberikan informasi tambahan. Audit dimaksudkan untuk memungkinkan pemakai laporan keuangan lebih bergantung pada informasi (dalam hal ini laporan keuangan) yang sudah disusun oleh pihak lain”.

(2002:4)

Dari pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa audit adalah kegiatan yang dilakukan secara kritis dan sistematis terhadap tingkat kesesuian antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan dimana orang yang melakukannya adalah orang yang independen dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.1.2 Auditing Ditinjau Dari Sudut Profesi Akuntan Publik

Auditing bukan merupakan cabang akuntansi, tetapi merupakan disiplin bebas, yang mendasarkan diri pada hasil kegiatan akuntansi dan data kegiatan lain. Akuntansi merupakan suatu pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian transaksi laporan keuangan perusahaan atau organisasi lain. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dipakai manajemen untuk mengukur dan menyampaikan data keuangan dan data kegiatan yang lain. Di lain pihak, auditing ditujukan untuk menentukan secara obyektif keandalan informasi yang disampaikan oleh manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, auditing harus dilaksanakan oleh pihak yang bebas dari manajemen dan harus dapat diandalkan ditinjau dari sudut profesinya.
Menurut Mulyadi ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, pengertian auditing adalah :
“Pemeriksaan (examination) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut”.

(2002:11)
Berdasarkan definisi tersebut peneliti menyimpulkan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen ditujukan terhadap pernyataan mengenai kegiatan ekonomi, yang disajikan oleh suatu organsasi dalam laporan keuangannya, dan pemeriksaan ini dilakukan oleh auditor independen untuk menilai kewajaran informasi yang tercantum dalam laporan keuangan.
2.1.2 Standar Auditing
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah menetapkan dan mengesahkan standar auditing yang terdiri atas sepuluh standar. Standar auditing merupakan suatu kaidah agar mutu auditing dapat dicapai sebagaimana mestinya. Standar auditing ini harus diterapkan dalam setiap audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor eksternal (independent). Standar ini dapat diterapkan tanpa memandang ukuran besar kecilnya usaha klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri, maupun apakah itu organisasi bisnis yang berorientasi laba maupun organisasi nirlaba. Setiap standar dalam standar auditing ini saling berkaitan erat dan saling tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Standar tersebut dengan segala bahasannya dituangkan ke dalam Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP). Dalam bukunya Abdul Halim standar auditing terdiri dari tiga bagian yaitu :
“1. Standar Umum,

2. Standar Pekerjaan Lapangan,

3. Standar Pelaporan”.
(2003:47)

Berikut dapat dijelaskan tiga bagian standar dari uraian diatas :
1. Sandar Umum.

· Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.

· Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor.

· dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan.

· Pekerjaan audit harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika menggunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
· Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

· Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan pernyataan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

3. Standar Pelaporan.

· Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan yang telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia
· Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

· Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
· Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2.1.3 Klasifikasi Audit Berdasarkan Pelaksanaan Audit

Menurut Abdul Halim bila dilihat dari sisi untuk siapa audit dilaksanakan, audit dapat juga diklasifikasikan menjadi tiga yaitu :

“1. Audit Eksternal,
2. Audit Internal,

3. Audit Sektor Publik”.
(2003:7)

Penjelasan diatas dapat diuraikan, sebagai berikut :

1. Audit Eksternal.

Audit eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang diaudit. Auditor adalah pihak luar perusahaan yang independen/mandiri. Pihak diluar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Auditor disebut eksternal karena mereka tidak dikaryakan oleh entitas yang sedang diauditnya. Perusahaan menugasi akuntan publik terdaftar (kantor akuntan publik) untuk melakukan audit independen terhadap laporan keuangan mereka. Klien membayar honor jasa (fee) auditor, namun auditor biasanya dianggap independen/mandiri dari klien karena auditor melayani bermacam-macam klien. Klien auditor eksternal/independen dapat mencakup perusahaan yang mencari laba, organisasi nirlaba, badan pemerintahan, maupun individu. Audit eksternal juga melaksanakan audit ketaatan, audit operasional, dan audit forensik bagi entitas tersebut.

2. Audit Internal.

Audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi efektivitas organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi itu sendiri. Auditornya digaji oleh organisasi tersebut. Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut, auditor bertanggungjawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi terciptanya efisiensi, efektifitas, dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. selain itu juga bertanggungjawab untuk selalu memberikan rekomendasi atau saran kepada pihak manajemen. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi auditor internal adalah membantu manajemen dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan perusahaan.
3. Audit Sektor Publik.

Audit Sektor Publik merupakan suatu kontrol atas organisasi permerintah yang memberikan jasanya kepada masyarakat, seperti pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Audit dapat mencakup audit laporan keuangan, audit kepatuhan, maupun audit operasional. Auditornya adalah auditor pemerintah dan dibayar oleh pemerintah.

2.1.4 Klasifikasi Audit Berdasarkan Tujuan Audit
Dalam bukunya Abdul Halim, menurut Kell dan Boyton audit dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dilaksanakannya audit. Dalam hal ini tipe audit terbagai ke dalam tiga kategori :
“1.Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit),
2. Audit kepatuhan (Compliance Audit),
3. Audit Operasional (Operational Audit)”.

(2003:5)
Penjelasan dari uraian diatas adalah sebagai berikut :

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit).

Audit laporan keuangan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditentukan yaitu Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU). Jadi, ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (fairness). Kriteria utama yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang digunakan adalah prinsip akuntansi yang berterima umum. Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh external auditor biasanya atas permintaan klien, kecuali dalam audit laporan keuangan BUMN yang dilakukan oleh BPK atau BPKP. Audit tersebut bukan atas permintaan klien, tetapi BPK atau BPKP memiliki hak untuk melakukan pemeriksaaan berdasarkan UU/peraturan yang ada. Hasil audit akan disaikan dalam berbentuk tertulis yang disebut laporan auditor independen.

2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit).

Audit kepatuhan mencakup penghimpunan dan pengevaluasian bukti dengan tujuan untuk menentukan apakah kegiatan finansial maupun operasi tertentu dari suatu entitas sesuai dengan kondisi-kondisi, aturan-aturan, dan regulasi yang telah ditentukan. Kriteria yang ditentukan tersebut dapat berasal dari berbagai sumber seperti manajemen, kreditor, maupun lembaga pemerintahan. Ukuran kesesuaian audit kepatuhan adalah ketepatan (correctness), misal ketepatan SPT-Tahunan dengan Undang-undang Pajak Penghasilan. Hasil audit kepatuhan tersebut biasanya disampaikan kepada pihak yang menentukan kriteria tersebut.

3. Audit Operasional (Operational Audit).

Audit operasional meliputi penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai kegiatan operasional organisasi dalam hubungannya dengan tujuan pencapaian efisiensi, efektifitas, maupun kehematan (ekonomis) operasional. Efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan pengeluaran, sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolak ukur atau kriteria dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan audit operasional adalah menilai prestasi, mengidentifikasikan kesempatan untuk perbaikan, membuat rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan, dan tindakan lebih lanjut. Audit operasional sering disebut juga dengan management audit atau performance audit. Ukuran kesesuaian yang digunakan adalah keefisienan, keefektifan, dan kehematan/keekonomian, misal apakah suatu kegiatan atau program telah dilaksanakan secara efesiensi, efektif dan ekonomis. Auditor diharapkan melakukan observasi obyektif dan analisis komprehensif atas operasi tertentu perusahaan.

2.1.5 Jenis-Jenis Auditor

Jenis-jenis auditor menurut Abdul Halim, Auditor yang ditugaskan untuk mengaudit tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan kedalam tiga kelompok, yaitu :
“1. Auditor internal,

2. Auditor pemerintahan,

3. Auditor eksternal (independent)”.

(2003:11)

Penjelasan dari uraian diatas, sebagai berikut :

1. Auditor Internal.

Auditor internal merupakan karyawan suatu perusahaan tempat mereka melakukan audit. Tujuan auditing internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal terutama berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan yang dilakukan auditor independen.
2. Auditor Pemerintahan.

Auditor pemerintahan adalah auditor yang bekerja di instansi pemerintahan yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan dari berbagai unit organisasi dalam pemerintah. Auditing ini dilaksanakan oleh auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Di samping itu, ada auditor pemerintah yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. Tugas auditor perpajakan ini adalah memeriksa pertanggungjawaban keuangan para wajib pajak baik perseorangan maupun yang berbentuk organisasi kepada pemerintah.
3. Auditor Eksternal (independent).

Auditor eksternal (independent) adalah para praktisi individual atau anggota kantor akuntan publik yang memberikan jasa auditing profesional kepada klien. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan-badan pemerintah, maupun individu perseorangan. Di samping itu, auditor juga menjual jasa lain yang berupa konsultasi pajak, konsultasi manajemen, penyusunan sistem akuntansi, penyusunan laporan keuangan, serta jasa-jasa lainnya. Auditor eksternal (independent) bekerja dan memperoleh penghasilan yang dapat berupa fee per jam kerja. Hal ini sama seperti pengacara yang memperoleh penghasilan konsultasi hukum yang berupa fee per jam konsultasi. Meskipun demikian ada perbedaan penting di antara keduanya. Auditor independen sesuai sebutannya, harus independen terhadap klien pada saat melaksanakan audit maupun saat pelaporan hasil audit. Auditor independen menjalankan pekerjaannya di bawah suatu kantor akuntan publik. Di samping ketiga jenis auditor tersebut, sering dikenal juga istilah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah ahli-ahli akuntansi yang menjadi pengajar akuntansi terutama di suatu fakultas ekonomi jurusan akuntansi.
2.1.6 Kriteria Auditor

Menurut Susan Irawati seorang auditor dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memiliki beberapa kriteria seperti di bawah ini :
“1. Standar akuntansi keuangan

2. Standar profesional akuntan publik

3. Kode etik responsibility, independensi dan kemahiran profesi”.

(2008:11)

Penjelasan dari uraian diatas, sebagai berikut :

1. Standar Akuntasi Keuangan.

Standar akuntansi keuangan merupakan sekumpulan standar-standar yang digunakan sebagai pedoman kepentingan pihak ketiga untuk waktu sekarang agar diperoleh mutu atau kualitas audit yang sama.

2. Standar Profesional Akuntan Publik.

Standar profesional akuntan publik merupakan sekumpulan standar-standar yang digunakan sebagai pedoman bagi auditor dalam melaksanakan auditnya sehingga diperoleh mutu atau kualitas audit yang sama atau standar.
3. Kode Etik responsibility, Independensi dan Kemahiran Profesi.

Etika profesional meliputi standar sikap para anggota profesi yang dirancang agar praktis dan realisasi, tetapi sedapat mungkin idealistis. Tuntutan etika profesi harus di atas hukum tetapi di bawah standar ideal (absolute) agar etika tersebut mempunyai arti dan berfungsi sebagaimana mestinya.

2.1.7 Laporan Audit (Audit Report)

Laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat lingkungannya. Dalam laporan tersebut auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan. Pendapat auditor tersebut disajikan dalam suatu laporan tertulis yang umumnya berupa laporan audit baku. Menurut Mulyadi laporan audit baku terdiri dari tiga paragraf yaitu :
“1. Paragraf pengantar (introductory paragraph),

2. Paragraf lingkup (scope paragraph),

3. Paragraf opini (opinion paragraph)”.

(2002:12)

Paragraf pengantar dicantumkan sebagai paragraf pertama audit baku. Terdapat tiga fakta yang diungkapkan oleh auditor dalam paragraf pengantar, yaitu tipe jasa yang diberikan oleh auditor, objek yang diaudit, pengungkapan tanggungjawab manajemen atas laporan keuangan dan tanggung jawab auditor atas pendapat yang diberikan atas laporan keuangan berdasarkan hasil auditnya. Paragraf lingkup berisi pernyataan ringkas mengenai lingkup audit yang dilaksanakan oleh auditor, dan paragraf pendapat berisi pernyataan ringkas mengenai pendapat auditor tentang kewajaran laporan keuangan auditan.

2.1.8 Profesi Akuntan Publik

Untuk mendapat gelar akuntan, seorang lulusan fakultas ekonomi jurusan akuntansi baik negeri maupun swasta harus mengikuti Pendidikan Profesi Akuntan di Perguruan Tinggi tertentu dan mengambil antara 20-30 SKS. Mereka yang berhak memakai gelar akuntan harus mendaftar ke Depertemen Keuangan untuk mendapatkan nomor registrasi dimulai dari A dan D.

Menurut Pasal 6 SK Menkeu No. 43/1997, izin untuk membuka Kantor Akuntan Publik (KAP) akan diberikan apabila pemohon memenuhi syarat, sebagai berikut :

1. Berdomisili di wilayah Indonesia.

2. Memiliki Register Akuntan.

3. Menjadi Anggota IAI.

4. Lulus ujian Sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan  oleh IAI.

5. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun sebagai akuntan dan pengalaman audit umum sekurang-kurangnya 3.000 jam dengan reputasi baik.

6. Telah menduduki jabatan manajer atau ketua tim dalam audit umum sekurang-kurangnya 1 tahun.

7. Wajib mempunyai KAP atau bekerja pada Koperasi Jasa Audit.

Izin untuk berpraktek sebagai akuntan publik akan diberikan kepada mereka yang telah Bersertifikat Akuntan Publik (BAP). Untuk  memperoleh sertifikat tersebut para akuntan publik diwajibkan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Akuntan Publik (USAP) yang diselenggarakan  oleh IAI.
2.1.8.1 Jasa Yang Diberikan Akuntan Publik

Menurut Abdul Halim jasa yang diberikan oleh staf profesional suatu kantor akuntan publik dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu :
“1. Jasa Atestasi, dan

2. Jasa Non Atestasi”.

(2003:17)

Penjelasan dari uraian diatas, adalah sebagai berikut :

1. Jasa Atestasi.

Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian, dalam segala hal yang signifikan, asersi suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jadi, auditor memberikan jasa astetsasi dengan memberikan pendapat tertulis yang berisi kesimpulan tentang keandalan asersi tertulis yang menjadi tanggung jawab pihak lain. Ada empat jenis jasa atestasi yang dapat diberikan oleh suatu kantor akuntan publik, yaitu :
a. Audit.

Contoh utama jasa ini adalah audit atas laporan keuangan historis. Dalam audit laporan keuangan, klien menugaskan auditor untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Keyakinan yang diberikan pada audit adalah keyakinan positif (positive assurance).
b. Pemeriksaan (examination).

Auditor dalam melaksanakan penugasan jasa ini akan memberikan pendapat atas asersi-asersi suatu pihak sesuai kriteria yang ditentukan. Keyakinan yang diberikan pada examination adalah keyakinan positif (positive assurance). Meskipun demikian tingkat keyakinan yang diberikan berada di bawah tingkat keyakinan dalam audit laporan keuangan.

c. Penelaahan (review).

Jasa review atau pengkajian ulang terutama dilakukan dengan wawancara dengan manajemen dan analisis komparatif informasi keuangan suatu perusahaan. Lingkup kerjanya lebih sempit daripada audit maupun examination. Keyakinan yang diberikan kepada review adalah keyakinan negatif (negative assurance). Auditor diharuskan menyatakan penolakan pemberian pendapat (disclaimer of opinion) dalam memberikan keyakinan negatif. Laporan yang dibuat berdasarkan hasil review menyatakan ”tidak perlu modifikasi yang material yang harus dilakukan agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”. Jasa review biasanya dilakukan pada laporan intern perusahaan publik atau laporan tahunan perusahaan nonpublik.

d. Prosedur yang disepakati bersama (agreed-upon procedures).

Lingkup kerja jasa ini lebih sempit daripada audit maupun examination. Sebagai contoh auditor dan klien sepakat bahwa prosedur tertentu akan dilakukan atas elemen tertentu laporan keuangan misalnya akun atau rekening kas dan surat berharga. Jadi yang dibuat atas hal tersebut harus berbentuk ringkasan temuan, keyakinan negatif, atau keduanya.
2. Jasa Non Atestasi.

Ada tiga jenis jas non atestasi yang diberikan suatu kantor akuntan publik, yaitu :

a. Jasa akuntansi.

Jasa akuntansi dapat diberikan melalui aktivitas pencatatan, penjurnalan, posting, jurnal penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan klien (jasa kompilasi) serta perancangan sistem akuntansi klien. Dalam memberikan jasa akuntansi, praktis yang melakukan jasa tersebut bertindak sebagai akuntan perusahaan.

b. Jasa perpajakan.

Jasa perpajakan meliputi pengisian surat laporan pajak, dan perencanaan pajak. Selain itu dapat juga bertindak sebagai penasehat dalam masalah perpajakan dan melakukan pembelaan bila perusahaan yang menerima jasa sedang mengalami permasalahan dengan Kantor Pajak.

c. Jasa konsultasi Manajemen.

Jasa konsultasi manajemen atau management advisory (MAS) merupakan fungsi pemberian konsultasi dengan memberikan saran dan bantuan teknis kepada klien untuk peningkatan penggunaan kemampuan dan sumber daya untuk mencapai klien. Akuntan dapat dikontrak untuk memberikan pendapat sebagai seorang ahli mengenai suatu hal tertentu seperti penggunaan prinsip akuntansi, undang-undang pajak, dan penggunaan teknologi pemrosesan data-data keuangan. Akuntan publik, dengan kapasitasnya sebagai konsultan, tidak dibenarkan membuat atau menentukan keputusan manajemen.
2.1.8.2 Hirarki Kantor Akuntan Publik

Menurut Abdul Halim auditor independen atau audit sektor eksternal melaksanakan kegiatannya di bawah suatu kantor akuntan publik, meliputi :

“1. Partner.

2. Manajer.

3. Akuntan Senior.

4. Akuntan Yunior”.

(2003:15-16)

Penjelasan dari uraian diatas, adalah sebagai berikut :
1. Partner.

Merupakan top legal client relationship, yang bertugas me-review (menelaah) pekerjaan audit, menandatangani laporan audit, menyetujui masalah fee dan penagihannya, dan penaggungjawaban atas segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit.

2. Manajer.

Merupakan staf yang banyak berhubungan dengan klien, mengawasi langsung pelaksanaan tugas-tugas audit, me-review lebih rinci terhadap pekerjaan audit, dan melakukan penagihan atas fee audit.
3. Akuntan Senior.

Merupakan staf yang bertanggungjawab langsung terhadap perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan audit, dan me-review pekerjaan para akuntan yunior yang dibawahnya.

4. Akuntan Yunior.

Merupakan staf pelaksana langsung dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Para yunior ini penugasannya dapat berupa bagian-bagian dari pekerjaan audit, dan bahkan bila memungkinkan memberikan pendapat atas bagian yang diperiksanya.

2.1.8.3 Keterbatasan Auditor Eksternal

Tidak satu pun audit yang dapat memberikan jaminan atau keyakinan penuh (complete assurance) bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang muncul dari pengelolaan data akuntansi yang keliru, maupun pertimbangan yang tidak tepat atas pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi.

Disamping itu keterbatasan atas runtunan audit dikarenakan kendala kerangka akuntansi yang ada, ada pula keterbatasan yang dipicu oleh waktu, audit itu sendiri dan oleh teknologi auditing, bahkan biaya.
1. Waktu.

Waktu adalah faktor yang lebih membatasi, karena pemeriksa harus memberikan informasi kepada manajemen dengan segera untuk memecahkan masalah yang dihadapi, karena itu penting kiranya diperhatikan bahwa audit eksternal perlu dilakukan secara teratur untuk menjamin permasalahan yang penting tidak menjadi ancaman bagi perusahaan.

2. Keahlian yang dibutuhkan.

Kurangnya pengetahuan banyak dikeluhkan oleh para audit eksternal adalah tidak mungkin bagi seorang pemeriksa untuk mengetahui dan menguasai berbagai disiplin bisnis. Menurut aturannya auditor hanya lebih ahli dalam bidang pemeriksaan.
3. Biaya.

Auditor harus selalu ingat bahwa biaya juga merupakan batas pekerjaan. Auditor selalu mencoba untuk menghemat uang kliennya, karenanya biaya audit itu sendiri harus lebih kecil dari jumlah uang yang diperoleh perusahaan. Ini berarti bahwa auditor harus mengabaikan situasi permasalahan yang lebih kecil yang mungkin dapat membutuhkan biaya. Jika diselidiki lebih lanjut untuk mempertimbangkan biayanya, beberapa perusahaan meminta auditor untuk menyajikan temuan-temuannya dalam jutaan rupiah untuk setiap masalah yang berhasil.

2.1.9 Laporan keuangan Koperasi
Laporan Keuangan merupakan hasil proses akuntansi. Menurut PSAK No. 27 Akuntansi perkoperasian Pasal 56 laporan keuangan koperasi meliputi :
“a. Neraca,
b. Laporan Laba Rugi (Perhitungan Hasil Usaha),

c. Laporan Promosi Ekonomi Anggota,

d. Laporan Arus Kas,

e. Catatan Atas Laporan Keuangan”.

(2008:27.7)

Secara ringkas keempat laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Neraca.

Perusahaan menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca.
b. Laporan Laba Rugi (Perhitungan Hasil Usaha).

Perhitungan hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban-beban usaha, dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil akhir yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Laporan laba rugi (perhitungan hasil usaha) minimal mencakup pos-pos berikut :

· Pendapatan,

· Laba rugi usaha,

· Beban pinjaman,

· Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas,
· Beban pajak,

· Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan,

· Pos luar biasa,
· Hak minoritas, dan

· Laba atau rugi bersih untuk priode berjalan.

c. Laporan Promosi Ekonomi Anggota.

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun tertentu. Laporan tersebu mencakup empat unsure, yaitu :
· Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa tertentu,
· Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama,
· Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi,

· Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.
d. Laporan Arus Kas.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu.
e. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (disclosures) yang memuat :
· Perlakuan akuntansi mengenai :

· Pengakuan dan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota,
· Kebijakan akuntansi tentang asset tetap, penilaian persediaan, piutang, dan sebagainya,

· Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota.

· Pengakuan informasi lain mengenai :

· Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktik, atau telah dicapai oleh koperasi.
· Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota, dan penciptaan usaha baru untuk anggota,
· Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota,
· Pengklasifikasian utang dan piutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan nonanggota,

· Pembatasaan penggunaan dan risiko atas asset tetap yang diperoleh atas hibah atau sumbangan,

· Asset yang doperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik bukan koperasi,

· Asset yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta,

· Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan,

· Hak dan tanggapan modal pemodal penyertaan,

· Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

2.1.9.1 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospectus. Menurut PSAK No.1 Pasal 05 tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah :
“Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka”.
(2008:1.2)

Informasi tersbut di atas beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depan, khususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas.
2.1.9.2 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Menurut PSAK dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah :
“Asset, kewajiban, dan ekuitas merupakan unsur dalam neraca. Sedangkan Unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca, dengan demikian kerangka dasar ini tidak mengidentifikasikan unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.
(2008:9)

Berikut dijelaskan uraian diatas :

1. Asset.

Sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

2. Kewajiban.

Merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.
3. Ekuitas.

Hak residual atas aset perusahaan setalah dikurangi semua kewajiban.

4. Penghasilan.

Kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

5. Beban.

Penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

2.1.9.3 Ciri-Ciri Laporan Keuangan Kualitatif
Agar dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan, informasi akuntansi harus mempunyai ciri-ciri tertentu. Setelah konsep dan tujuan akuntansi, ciri-ciri kualitatif yang harus melekat pada informasi akuntansi, merupakan dasar dalam pemilihan alternatif prinsip akuntansi. Menurut Soemarso S.R. ciri-ciri kualitatif yang harus melekat dalam informasi akuntansi adalah :
“1. Dapat Dipahami (understandability),

2. Relavan (relevant),

    a. Nilai Umpan Balik dan Prediksi (feed back and predictive value)

    b. Tepat Waktu (timelines)
3. Keandalan (reliable),

    a. Sah (valid)

    b. Berdaya Uji (verifiable)

    c. Lengkap (complete)

    d. Netral (neutral)

4. Dapat Dibandingkan (comparable, dan consistency)”.

(2005:362)

Dari uraian diatas dapat dijelaskan :
1. Dapat Dipahami (understandability).
Manfaat informasi akan bertambah bila dapat dipahami oleh pemakainya. Dapat dipahaminya suatu informasi akuntansi ditentukan oleh : (a) pemakai, dan (b) informasi akuntansi itu sendiri. Bermanfaat tidaknya suatu informasi akuntansi tergantung pada penilaian pemakainya. Hal ini akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keputusan yang akan diambil, metode pengambilan keputusan yang dipakai, informasi lain yang telah atau dapat diperoleh, dan kapasitas pengambil keputusan (sendirian atau dengan bantuan ahli). Makin banyak informasi yang sudah diketahui, makin kecil informasi baru yang diperoleh.
2. Relavan (relevant).
Informasi akuntansi haruslah merupakan informasi yang relevan, artinya mempunyai kaitan dengan keputusan yang akan diambil. Akan tetapi, dalam hal ini tingkat relevansi suatu informasi akuntansi diukur dengan kebutuhan umum pemakai, bukan kebutukan khusus pihak tertentu. Relevansi suatu informasi dapat dicapai apabila :
a. Nilai Umpan Balik dan Prediksi (feed back and predictive value).
Suatu informasi dikatakan relevan bila dapat memberikan umpan balik bagi pemakainya. Umpan balik dapat berupa prediksi, pembenaran atau penolakan terhadap harapan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan kata lain, suatu informasi dapat dikatakan relevan bila dapat mengurangi ketidakpastian hasil yang diharapkan.
b. Tepat Waktu (timelines).
Informasi yang tidak tersedia pada saat diperlukan adalah informasi yang tidak relevan. Tepat waktu dalam hal ini berarti tersedianya informasi pada saat belum kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Tepat waktu itu sendiri tidak dapat membuat suatu informasi (yang tidak relevan) menjadi relevan. Tetapi ketidaktepatan waktu dapat menghilangkan relevansi yang dipunyai suatu informasi.

3. Keandalan (reliable).
Informasi akuntansi dikatakan andal bila telah menyatakan kondisi ekonomi atau kejadian yang ingin dinyatakan. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa informasi itu dapat dikatakan andal bila telah sesuai dengan apa yang harus terjadi. Bahwa informasi itu merupakan pernyataan tentang kejujuran (faithfull representation). Keandalan suatu informasi akuntansi tergantung pada empat hal yaitu apabila informasi tersebut :
a. Sah (valid).
Suatu informasi akuntansi dianggap sah apabila merupakan pernyataan tentang apa yang ada.
b. Berdaya Uji (verifiable).
Ukuran-ukuran yangn digunakan dalam akuntansi (accounting measurement) harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diperiksa kelayakannya. Dengan kata lain, ukuran-ukuran tersebut tidak boleh didasarkan atas pendapat subjektif akuntan yang bersangkutan.

c. Lengkap (complete).
Informasi akuntansi akan kehilangan sifat dapat dipercayanya apabila tidak lengkap. Artinya, masih ada bagian penting yang belum diungkapkan. Akan tetapi, lengkap juga berarti bahwa semua harus diungkapkan. Pertimbangan biaya perlu diperhatikan. Sifat lengkapnya suatu informasi tidak hanya menghendaki diungkapkannya seluruh fakta keuangan yang penting. Akan tetapi, juga agar fakta disajikan sedemikian rupa sehingga tidak menyesatkan pembacanya.

d. Netral (neutral).
Informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak tergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Penyajian informasi yang menguntungkan salah satu pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain, yang mempunyai kepentingan berlawanan, tidak diperkenankan.
4. Dapat Dibandingkan (comparable, dan consistency)

Informasi akuntansi akan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan informasi serupa pada perusahaan lain. Dan akan lebih bermanfaat bila dapat dibandingkan dengan informasi serupa dalam perusahaan yang sama tetapi pada periode atau titik waktu yang berbeda. Adanya berbagai alternatif praktik akuntansi dewasa ini menyulitkan tercapainya daya banding antar perusahaan. Oleh karena itu, penekanan harus dilakukan pada tercapainya daya banding antar waktu dalam suatu perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan standar akuntansi yang sama dari tahun ke tahun, atau yang lebih dikenal dengan istilah konsistensi.

2.1.10 Koperasi

Koperasi merupakan suatu alat yang ampuh bagi pembangunan, oleh karena koperasi merupakan suatu wadah, dimana kepentingan pribadi dan kepentingan kelompok tergabung sedemikian rupa. Sehingga melalui kegiatan kelompok, kepentingan pribadi para anggota menjadi kekuatan pendorong yang memberikan manfaat bagi seluruh anggota kelompok tersebut. hal tersebut bisa terjadi jika kelompok tersebut mampu memberikan kontribusi yang nyata.

2.1.10.1 Pengertian Koperasi

Terdapat bermacam-macam definisi koperasi dan jika diteliti secara seksama, maka tampak bahwa definisi itu berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Definisi awal umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah. Dalam buku Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto terdapat beberapa pengertian seperti Fay, menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi”. 

(2004:39)
Definisi lain dikemukakan Paul Hubert Casselman yang diterjemahkan oleh Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto di dalamnya terkandung makna yang luas. yaitu :

“Koperasi adalah suatu sistem, ekonomi yang mengandung unsur sosial”.

(2004:39)
Definisi Casselman di atas nampak sederhana, tetapi di dalamnya terkandung makna yang luas. Koperasi merupakan suatu sistem dan sebagaimana diketahui sistem itu merupakan komponen-komponen atau bagian yang saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsi mencapai tujuan.
Tujuan yang dimaksud adalah tujuan ekonomi atau dengan perkataan lain bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi/mencarai keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti seperti digunakannya pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial yang terdapat dalam definisi tersebut bukan dalam arti kedermawanan (philantropis), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antarsesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus. Juga, unsur sosial ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, calon anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proporsional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.

Pengertian atau definisi koperasi menurut Undang-Undang Koperasi juga mengalami perubahan. Undang-Undang koperasi No. 14 Tahun 1965, Bab III pasal 3 menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila”.

(2004:40)

Tampak bahwa definisi tersebut mengandung unsur politik daripada ekonomi, dan adanya kecenderungan untuk membawa gerakan koperasi Indonesia ke salah satu aliran politik.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 pada Bab III.  Bagian I pasal 3 dikatakan bahwa :

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha-usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. 

(2004:40)

Apabila dicermati nampak ada persamaan definisi dari Paul Hubert Casselman dengan definisi dalam UU No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian, yaitu bahwa kedua-duanya mengakui koperasi mengandung unsur ekonomi dan unsur sosial.
UU No. 12/1967 pada Bab III.  Bagian I pasal 3 telah meletakkan dasar-dasar pola pemikiran ekonomi bagi gerakan koperasi dan memberikan perkembangan yang luas bagi perkembangan usaha-usaha koperasi. Tetapi sayang sekali, selama 25 tahun (sampai dengan tahun 1992) digunakan sebagai landasan bagi koperasi-koperasi Indonesia, Undang-Undang tersebut tidak didukung oleh suatu peraturan pelaksanaan yang dilaksanakan yang diharapkan bisa membantu memberi petunjuk bagi pelaksanaannya.

Untuk lebih menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka pada tanggal 21 Oktober 1992 dikeluarkan Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Menurut UU ini, koperasi didefinisikan sebagai berikut :

“Badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

(2004:40)

UURI No. 25/1992 tidak menyebut secara eksplisit adanya unsur sosial dalam koperasi, tetapi secara implicit tersurat dalam prinsip koperasi dan dalam “asas kekeluargaan”.  Dalam hal ini penulis menyimpulkan koperasi sekarang lebih menekankan aspek ekonomi, tetapi dengan tidak melupakan/mengabaikan unsur sosial dan kemanusiaan.
2.1.10.2 Perangkat Organisasi Koperasi

Sesuai dengan karakteristiknya, maka suatu organisasi koperasi dapat dilihat dari segi substansinya yaitu sistem sosial-ekonomis yang lebih menekankan pada segi-segi kebutuhan masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 21 perangkat organisasi koperasi terdiri   dari : 
“1. Rapat anggota.

2. Pengurus.

3. Pengawas”.

(2004:12)

Penjelasan dari uraian tersebut, yaitu :

1. Rapat Anggota.

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam rapat anggota, para anggota anggota koperasi bebas untuk berbicara, memberikan usul, pandangan dan tanggapan serta saran demi kemajuan koperasi. Rapat anggota harus merupakan suatu kesempatan bagi pengurus untuk melaporkan kepada para anggota tentang kegiatan-kegiatan selama tahun yang lalu. Bersama-sama dengan anggota menelaah kerja tahun mendatang untuk meningkatkan kemajuan usaha koperasi.
Tugas rapat anggota menetapkan :
a. Anggaran dasar.

b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas.

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

2. Pengurus.

Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi setingkat di bawah rapat anggota. Pengurus mempunyai kewenangan untuk mewakili koperasi sebagai badan hukum. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota, untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Anggota pengurus yang telah habis masa jabatannya dapat dipilih kembali.
· Tugas pengurus, yaitu :

a. Mengelola koperasi dan usahanya.

b. Mengajukan rancangan rencana kera serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.

c. Menyelenggarakan rapat anggota.

d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

e. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

· Wewenang pengurus, yaitu :

a. Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar.

c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

3. Pengawas.

Pengawas koperasi merupakan perangkat koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.

· Tugas pengawas, yaitu :

a. Melakukan pengawasan pelaksanaan terhadap kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

· Wewenang pengawas, yaitu :

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
2.1.10.3 Modal Koperasi

Jumlah modal yang diperlukan oleh suatu koperasi sudah harus ditentukan dalam proses pengorganisasian atau pada waktu pendiriannya dengan rincian berapa modal tetap dan berapa modal kerja yang diperlukan. Modal tetap atau disebut juga modal jangka panjang diperlukan untuk menyediakan  fasilitas fisik koperasi, seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan, sedangkan modal kerja disebut juga modal angka pendek diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional koperasi seperti gaji, pembelian bahan baku, pembayaran pajak dan premi asuransi, dan sebagainya. Jika koperasi itu koperasi simpan pinjam, maka modal ini diperlukan untuk pemberian pinjaman kepada para anggota (circulating capital).

Dalam bukunya Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto menurut UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 41 bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, yaitu :

“Modal sendiri dapat berasal dari :

1. Simpanan Pokok.

2. Simpanan Wajib.

3. Dana Cadangan.

4. Hibah.

Sedangkan, Modal pinjaman dapat berasal dari :

1. Anggota.

2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya.

3. Bank dan lembaga keuangan lainnya.

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

5. Sumber lain yang sah”.

(2004:71)
Penjelasan dari uraian tersebut :

a. Modal sendiri :

1. Simpanan Pokok.

Sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib.

Sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

3. Dana Cadangan.

Sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi apabila diperlukan. Dana cadangan koperasi tidak boleh dibagikan kepada anggota, meskipun terjadi pembubaran koperasi, karena dana ini untuk menyelesaikan hutang-hutang koperasi, kerugian-kerugian koperasi, biaya-biaya penyelesaian, dan lain sebagainya.
4. Hibah.
Merupakan suatu pemberian atau hadiah dari seseorang semasa hidupnya. Hibah ini dapat berbentuk wasiat, jika pemberian tersebut diucapkan/ditulis oleh seseorang sebagai wasiat atau pesan atau kehendak terakhir sebelum meninggal dunia dan berlaku setelah meniggal dunia.
b. Modal pinjaman :

1. Anggota.

Suatu pinjaman yang diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
2. Koperasi lain/atau anggotanya.

Pinjaman dari koperasi lain dan/atau anggotanya didasari dengan perjanjian kerja sama antar koperasi.
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya.

Pinjaman dari bank dan kelembagaan keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya.

Dalam rangka mencari tambahan modal, koperasi dapat mengeluarkan obligasi (surat pernyataan hutang) yang dapat dijual ke masyarakat. Sebagai konsekuensinya, maka koperasi diharuskan membayar bunga atas pinjaman yang diterima (nilai dari obligasi yang dijual) secara tetap, baik besar maupun waktunya.
5. Sumber lain yang sah.

Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara hukum.

Dalam hal ini khusus koperasi simpan pinjam modal sendiri yang disetor pada awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan pembentukan Unit Simpan Pinjam (USP) disebut modal disetor. Besarnya modal disetor ditetapkan sekurangnya-kurangnya, sebagai berikut :

a) Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk KSP/USP Primer, beranggotakan minimal 20 (dua puluh) orang.

b) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk KSP/USP Sekunder, dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi yang sudah berbadan hukum.
Modal sendiri yang disetor pada awal pendirian Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan dapat ditambah dengan hibah dan modal penyertaan, sedangkan modal disetor pada Unit Simpan Pinjam berupa modal tetap yang disediakan oleh koperasi yang bersangkutan. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang belum memenuhi persyaratan minimal modal yang disetor tetap diberikan pengesahan atau pendirian dan pelayanannya hanya kepada anggotanya.
2.1.10.4 Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian koperasi simpan pinjam menurut Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto yaitu :

“Koperasi simpan pinjam (koperasi kredit) adalah koperasi yang anggota-anggotanya setiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dibidang perkreditan”.

(2004:68)

Sedangkan berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah RI No. 351 Tahun 1998 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dalam Bentuk Organisasi Simpan Pinjam, terdiri dari :
“1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.

2. Unit Simpan Pinjam (USP).

Unit usaha yang dibentuk dalam suatu koperasi, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan, yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam”.

(Keputusan Menteri KUKM RI:46)
Dari pengertian tersebut peneliti menyimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Unit Simpan Pinjam (USP) diselenggarakan oleh anggota dan hanya untuk anggota koperasi, dan yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
Tujuan dari koperasi simpan pinjam (koperasi kredit), adalah :

a. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat dan bunga yang ringan.

b. Mendidik para anggota supaya giat menyimpan uangnya secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.

c. Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya.

d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2.1.10.5 Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi memutuskan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1 menyatakan :

“Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”.

(2004:2)
Pada Pasal 44 Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan penjelasannya telah diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya kegiatannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Kegiatan usaha koperasi tersebut dilaksanakan dan untuk :
a. Anggota koperasi yang bersangkutan.

b. Calon anggota yang memenuhi syarat.

c. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
Ketentuan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam baik sebagai salah satu ataupun satu-satunya kegiatan usaha koperasi, sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat walaupun dalam lingkup yang terbatas. Kegiatan usaha ini banyak menanggung resiko, oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara profesional.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha penghimpun dana, ada 2 (dua) bentuk simpanan yang diperbolehkan yaitu tabungan koperasi dan simpanan berjangka. Untuk melayani kebutuhan penyimpanan, koperasi dapat meciptakan berbagai jenis tabungan koeprasi dan simpanan berjangka. Pemberian nama dan ketentuan mengenai jenis-jenis tabungan koperasi dan simpanan berjangka merupakan wewenang pengurus koperasi.

Pinjaman yang diberikan oleh koperasi menanggung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya koperasi harus memperhatikan asas-asas peminjamannya yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian pinjaman dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjan untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh koperasi. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan pinjaman, koperasi harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari peminjam.
2.1.11 Peranan Auditor Eksternal Dalam Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PT. Bio Farma (Persero) Bandung
Dalam perusahaan yang berbadan hukum, manajemen perusahaan berkewajiban untuk dapat melakukan pertanggungjawaban operasional perusahaan baik tentang laporan keuangannya ataupun tentang non keuangannya. Perusahaan selain dapat meminta pelaksana jasa dari akuntan publik sebagai Audit Ekstern yang biasanya dianggap lebih netral dan objektif  dapat juga memiliki mental independen.
Untuk meyakinkan kebenaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen koperasi, didalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  yang berbunyi, “Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik”, maka dalam hal ini pengawas dan anggota koperasi berhak untuk meminta auditor selaku pemeriksa kinerja keuangan organisasi koperasi yang diberikan  wewenang penuh untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen koperasi yang bersangkutan jika pengawas tidak mampu melakukannya.

Kedudukan hukum pemeriksaan dalam koperasi dianggap penting dan menjadi wajib karena berpengaruh dalam penilaian tingkat kesehatan suatu Koperasi simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam karena jika  memiliki volume usaha diatas Rp. 1 Milyar dalam 1 tahun maka termasuk klasifikasi golongan Papan Atas dan merupakan klasifikasi tertinggi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah No. 351/KEP/M/XII/1998 Tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Tanggal 17 Desember 1998.

Hasil dari suatu pemeriksaan Keuangan dalam suatu organisasi koperasi baik yang dihasilkan oleh audit intern maupun audit ekstern pada prinsipnya memiliki fungsi yang sama untuk memberikan laporan tentang keabsahan dan kewajaran Laporan Keuangan tersebut yang akan disampaikan pada anggotanya, akan tetapi jika pemeriksaan Keuangannya dilakukan oleh audit eksternal dalam hal ini akuntan publik maka kemampuan laporan hasil pengauditan dapat digunakan lebih luas lagi yaitu antara lain kepada Bank jika akan meminjam modal atau kepada Investor sebagai penanam modal dan lain sebagainya.
Menurut Ria Herdhiana (dosen tetap pada Universitas Langlangbuana di Bandung) dengan tema Aspek Hukum Pemeriksaan Koperasi menyatakan :
“Hasil laporan audit memiliki keabsahan hukum, karena telah melakukan proses pembuktian dari hasil pemeriksaan dengan memberikan laporan pendapat yang di terbitkan oleh auditor yang independen dengan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dengan cara memeriksa semua proses finansial dari mulai terjadi transaksi (perjanjian) yang menghasilkan bukti transaksi sampai pembuatan laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tentang Akuntansi Perkoperasian yang meliputi Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Anggota, dan catatan atas laporan keuangan yang diterima umum dengan seluruh hasil sesuai dengan kenyataannya”.
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Aturan Hukum Pemeriksaan Koperasi terdapat dalam pasal 40 Undang Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian  yang berbunyi bahwa Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik yang dalam penjelasannya dipaparkan  bahwa pelaksanaan pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka peningkatan efisiensi, pengelolaan yang bersifat terbuka, dan melindungi pihak yang berkepentingan dengan cara pemeriksaan (audit) terhadap laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan keperluan koperasi.
2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam rangka untuk memberi kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menumbuh kembangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota koperasi, maka masyarakat dapat menghimpun dana dan menyalurkan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Dan kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota yang memenuhi syarat, koperasi lain dan atau anggotanya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan koperasi yang sehat dan menumbuhkan gairah masyarakat terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dibutuhkan tenaga auditor eksternal agar laporan keuangan berkualitas dan manajemen koperasi dapat memberikan laporan yang diandalkan (reliable) dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) kepada anggota koperasi.
Tujuan Laporan keuangan menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha usaha yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) kepada anggota koperasi. Audit laporan keuangan merupakan bentuk jasa atestasi di mana auditor melakukan laporan tertulis yang menyatakan suatu pendapat perihal apakah laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sudah sesuai dengan PSAK No.27 tentang Akuntansi Perkoperasian, dan berkualitas.

Menurut Soemarso S.R. ciri-ciri kualitatif yang harus melekat dalam informasi akuntansi adalah :

“1. Dapat pahami (understandability),

2. Relavan (relevant),

3. Keandalan (reliable),

4. Dapat Dibandingkan (comparable, dan consistency)”.

(2005:362)
Menurut Mulyadi auditor independen (eksternal), adalah :

“Auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya”.

(2002:28)

Menurut Abdul Halim audit laporan keuangan mencakup :

“Penghimpunan dan pengevaluasian bukti mengenai laporan keuangan suatu entitas dengan tujuan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai kriteria yang telah ditetapkan yaitu Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU). Jadi, ukuran kesesuaian audit laporan keuangan adalah kewajaran (fairness). Audit laporan keuangan ini dilakukan oleh external auditor”.

(2003:5)

Sedangkan, auditor eksternal sangat berkepentingan dengan :

“Kualitas jasa yang diberikan, karena untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit maka diperlukan suatu kriteria yaitu standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan auditing”.

(2003:47)

Dan, audit laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan auditor eksternal (independent), hal ini disebabkan :

“Audit laporan keuangan dapat meningkatkan kepercayaan para pemakai laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan, dan laporan keuangan keuangan yang berguna bagi pembuatan keputusan adalah laporan keuangan yang berkualitas”.

(2003:57)

Menurut Mulyadi standar auditing terdiri atas tiga bagian :

“1. Standar Umum,

2. Standar Pekerjaan Lapangan,
3. Standar Pelaporan”.
(2002:47)

Dalam “Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntasi Perkoperasian”, bahwa laporan keuangan koperasi meliputi :

“1. Neraca,

2. Perhitungan hasil usaha,

3. Laporan arus kas,

4. Laporan promosi ekonomi anggota, dan

5. Catatan atas laporan keuangan”.

(2007:27.9)
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan yang di audit oleh auditor eksternal dapat berkualitas karena auditor eksternal mempunyai kriteria standar auditing dalam mengaudit, dan auditor hanya memberikan laporan pendapat/opini kewajaran laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian.
Sedangkan, dalam ”Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 23” Rapat Anggota Menetapkan :

”a. Anggaran Dasar,

b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha      

    koperasi,

c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas,

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja   

    koperasi, serta pengesahan laporan keuangan,

e. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan  

    tugasnya,

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU),

g. Penggabungan peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi”.

(Dekopinda Jawa Barat:8)
Dengan demikian pengesahan laporan keuangan diselenggarakan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka disusun suatu matrik penelitian dan kerangka pemikiran sebagai berikut :
Tabel 2.1

Matrik Penelitian Teori
	No.
	Nama

Peneliti
	Judul Peneliti
	Variabel
	Tahun
	Lokasi

Penelitian
	Populasi
	Sampel

	1.
	Shelviana Febrianty
	Pengaruh Kemampuan Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal Pada PT. Industri Telekomunikasi Indonesia(Persero)
	X :

Kemampuan Profesional Auditor Internal

Y:

Kualitas Laporan Audit Internal
	2008
	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT. INTI Persero) yang berlokasi di Jl. Moch. Toha No. 77 Bandung 40253 Tlp. (62-22) 5201501 (10 saluran), Fax. (62-22) 5202444, Email:info@inti.co.id.
	12 Orang
	12 Orang

	2.
	Shinta Purnamasari
	Pengaruh Pelaksanaan Kode Etik Akuntan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Audit Pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Bandung
	X :

Pengaruh Pelaksanaan Kode Etik Akuntan

Y :

Efektivitas Pelaksanaan Audit
	2009
	5 KAP
	 23 KAP
	5 KAP

	Hasil Penelitian Shelviana Febrianty
	Berdasarkan pembahasan mengenai Kemampuan Profesional Auditor Internal dan Kualitas Laporan Audit Internal, peneliti dapat menyatakan bahwa kemampuan profesional auditor internal pada PT. INTI (Persero) sangat baik dan kualitas laporan audit internal pada PT. INTI (Persero) sangat baik.

	Hasil Penelitian Shinta Purnamasari
	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan mengenai pengaruh kode etik akuntan terhadap efektivitas pelaksanaan audit, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kode etik akuntan pada  Kantor Akuntan Publik Wilayah Bandung telah dilaksanakan dengan baik. Karena para auditor telah menerapkan pasal-pasal yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Indonesia, hal ini didukung oleh indikator-indikator sebagai berikut:

a. Kepribadian

b. Kecakapan   

      Profesional

c. Tanggung Jawab

d. Ketentuan 

      Khusus

e. Pelaksanaan Kode Etik

2. Pelaksanaan Audit pada Kantor Akuntan Publik Wilayah Bandung telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat tercapai pelaksanaan audit yang efektif, hal ini terlihat dari pelaksanaan audit yang dijalankan sesuai dengan prosedur dimana auditor selalu konsisten pada apa yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik. Prosedur pelaksanaan audit tersebut meliput : Penerimaan Perikatan Audit, Perencanaan Audit, Pelaksanaan Pengujian Audit dan Pelaporan Audit.

3. Terdapat pengaruh positif pelaksanaan kode etik akuntan terhadap efektivitas pelaksanaan audit sebesar  86.8% dapat dikatakan kuat dimana sebesat 86,8% pelaksanaan kode etik akuntan dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan audit dan sisanya sebesar 13,2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar pelaksanaan kode etik misalnya lingkungan dan rekan-rekan seprofesi pada kantor akuntan publik. Dari hasil pengujian korelasi rank spearman, diketahui H0 ada pada daerah penolakan berarti H1 diterima  atau pelaksanaan kode etik akuntan berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan audit.



Gambar  2.1

Skema Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

“Terdapat Peranan Auditor Eksternal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) PT. Bio Farma (Persero) Bandung”.
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